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KEPUTUSAN MENTERI 
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR 104 TAHUN  2017 

 
TENTANG 

 
 PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI  

 

 
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 

(2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian, perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

SALINAN 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5497); 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
463); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN 
KAWASAN TRANSMIGRASI. 

 
KESATU : Menetapkan 30 (tiga puluh) Kawasan Transmigrasi dengan 

rincian dan profil Kawasan Transmigrasi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

pelaksanaannya berdasarkan Rencana Perwujudan Kawasan 
Transmigrasi yang disusun berdasarkan Rencana Kawasan 

Transmigrasi, yang selanjutnya disebut RKT. 
KETIGA : Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan 

Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, 

dapat melibatkan instansi lintas sektor terkait.  

KEEMPAT : Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KEDUA dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 November 2017       
 

MENTERI DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 

DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
ttd. 

 
EKO PUTRO SANDJOJO 

  
 
 
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Dalam Negeri; 
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 

5. Gubernur yang bersangkutan; 
6. Bupati/Walikota  yang bersangkutan; 

7. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketransmigrasian yang 
bersangkutan; dan 

8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketransmigrasian yang 
bersangkutan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

SEKRETARIS 

JENDERAL 

DIRJEN 

PKP2TRANS 

  

Plt. KARO 
HUKUM 

ORTALA 

SESDITJEN 
PKP2TRANS 

  

DIREKTUR BPKT  

KABAG PUU KABAG/KASUBDIT   

Salinan sesuai aslinya 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 

 

 
 

R. Hari Pramudiono 
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DAFTAR PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI  

 

No Nama Kawasan 
Transmigrasi 

Kabupaten Provinsi 

1 2 3 4 

1. Woyla Aceh Barat  Aceh 

2. Samar Kilang Bener Meriah Aceh 

3. Subulussalam Subulussalam Aceh 

4. Bumi Asri Solok Selatan Sumatera Barat 

5. Pulau Rupat Bengkalis Riau 

6. Geragai Tanjung Jabung Timur Jambi 

7. Muara Sahung Kaur Bengkulu 

8. Parit Rambutan Ogan Ilir Sumatera Selatan 

9. Jagoi Babang Bengkayang Kalimantan Barat 

10. Ketungau Hulu Sintang Kalimantan Barat 

11. Mentebah Kapuas Hulu Kalimantan Barat 

12. Kerang Paser Kalimantan Timur 

13. Kalukku Mamuju Sulawesi Barat 

14. Sarudu Baras Mamuju Utara Sulawesi Barat 

15. Uluiwoi Kolaka Timur Sulawesi Tenggara 

16. Lasalimu Buton Sulawesi Tenggara 

17. Asinua/Routa Konawe Sulawesi Tenggara 

18. Hialu Konawe Utara Sulawesi Tenggara 

19. Mutiara Muna Sulawesi Tenggara 

20. Pitu Riase Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 

21. Marioriwawo Soppeng Sulawesi Selatan 

22. Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan 

23. Seko Luwu Utara Sulawesi Selatan 

24. Tanglapui Alor Nusa Tenggara Timur 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN MENTERI DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI  

NOMOR 104 TAHUN 2017 
TENTANG  

PENETAPAN KAWASAN 
TRANSMIGRASI 
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25. Bena Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur 

26. Sagea-Waleh Halmahera Tengah Maluku Utara 

27. Weri-Saharey Fak-Fak Papua Barat 

28. Bomberay-Tomage Fak-Fak Papua Barat 

29. Senggi Keerom Papua 

30. Lereh Jayapura Papua 

 
 

MENTERI DESA,  

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
ttd. 
 

EKO PUTRO SANDJOJO 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Paraf Koordinasi 

SEKRETARIS 

JENDERAL 

DIRJEN 

PKP2TRANS 

  

Plt. KARO 
HUKUM 

ORTALA 

SESDITJEN 
PKP2TRANS 

  

DIREKTUR BPKT  

KABAG PUU KABAG/KASUBDIT   

Salinan sesuai aslinya 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 

 

 
 

R. Hari Pramudiono 
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26. NAMA KAWASAN  : SAGEA WALEH (PETA TERLAMPIR) 

KABUPATEN   : HALMAHERA TENGAH 

PROVINSI  : MALUKU UTARA 

 

 Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : a. Surat Usulan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah kepadaGubernur Provinsi 
Maluku Utara dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan 
Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/0148 Tanggal 24 Februari 2017 

b. SK Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tentang Wilayah Perencanaan Calon 
Kawasan Transmigrasi  Nomor 595/KEP/124/2017  Tanggal 24 Februari 2017 

c. Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Halmahera Tengah  bahwa 
Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang 
Kabupaten Nomor 050.13/19/BAPP/2017 Tanggal 23 Februari 2017 

d. Rekomendasi Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk Usulan Penetapan 
Kawasan Transmigrasi Nomor 055.95/831/G Tanggal 12 Juni 2017 
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